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Menimbang

Mengingat

; GUBERNUR GORONTALO
PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO

N0tj10R 4 TAHUN2013
~l I TENTANGi

1n
I ',! , "

PENANGGULANGANKEMISKINAND[ PROVINSIGORONTALO
I

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

GUBERNURGORONTALO,
I I

I' :

: a. bahwa dalam •rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan
Imeningkatkan k'esejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang, Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka
'diPerlJkan upay~-upaya nyata balam penanggulangan kemiskinan;

b. pahwal kemiskin~n adalah ma1alahyang bersifat multi dimensi, multi
sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena
I ;' i
!menyangkut harkat dan martabat manusia;

c. bahwal berdasarkan pertimbanQan sebagaimana dimaksud pada huruf aI ,I ,
dan hUrlJf b~ perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
iPenanggulangaJ1KemiskinandiiProvinsi Gorontalo;

I ,

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
I : i
Iprovinsi Gorontalo (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun
j20?0 ~omor 25

i
8, Tambahan remba~an Ne~ara Republik Indonesia

Nomor 4060 );l~
2. Iundang~undang' Nomor 25 T~hun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
, . I
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa' kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang ,Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun I 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
!ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
,
I

i ,



•

•

4. !Jndang-Undang Nomor 33 Tah~n 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2q04 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang i Nomor 40 TaHun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. ~ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,

~ambahan LemlJaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

'(Lembaran Negara Republik' Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lemqaran Negara R~publik Indonesia Nomor 5038);
l '

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

iPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
'Nomo; 5235); I I.

9. IUndang-Undang: Nomor 13 -r:ahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,

ITambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

10. teratu,ran Pem~rintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan

'Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

IIndon~sia Tahun 1981 Nomor ~9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3206);

11. iPeraturan Pemerintal1 Nomori 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

IKeuangan Daer~h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
, '

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

iNomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nornor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

I '

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012

INomor 66, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5294);
I

13.' Peraturan Presiden Nomor :1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan oan Penyebarluasan Peratural1 'Perundang-undangan;
it:

14. Peraturan Presiden Nomor :15 Tahun 2010 tentang Percepatan

i Pena~ggulangan Kemiskinan.
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Menetapkan

I I

, ,DengGln Persetujuan:Bersama !

DEWA~ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

I I dan i

I I GUSERNUR GORONTALO
j :

! MEMUTUSKA~ :,
! j'" ;' 'I
~ERATURAN !DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG

, , I

PENANGGULANG,AN KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO
! ! l

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal! I

Dalari'lPeraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
I i

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
I , ,

DPRDadalah DPRDProvinsiGorontalo.

5. Miskin 'adalahi kondisi dimanai seseorang tidak mampu memenuhi

k~butuhan standar hidup pang9n minimal dengan indikator yang telah

dltetapkbn, diant~ranya kebutuhbn panga~, sandang, papan, pendidikan
I I

d~n ke~ehatan y~ng ditandai c;lengan,kartu, identitas keluarga miskin
;

Provinsi Gorontalo.
, .' 1 ;. ~;if,'

6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau

s~kelompok oral1g yang tida~ terpenuhi hak-hak dasarnya untuk
I ' I
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

7. K~luarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak

tiri, anak angkat" orang tua/myrtua, kakek, nenek, dan mereka yang
s~cara kemasyarakatan menjadi' tanggung jawab kepala keluarga yang
tinggal satu rumah.

I

8. Warga miskin adC3lahorang mis~in sesuai kriteria yang telah ditentukan

dan berdomisili di:Gorontalo serta memiliki KTPdan/atau Kartu Keluarga
Provinsi Gorontalo. '
! : I !,

9. Program Penangg'ulanganKemiskinanadalah suatu upaya yang dilakukan

o!eh pemerintah qaerah untuk m~ngata$i/l1)enanggulangi kemisklnan. .J
, i
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10. Strategi ~Penangulangan KemiSkiran Daerah yang selanjutnya disingkat
I I

SPKDadalah Dokumen lima tahunan yang' berisi strategi dan Kebijakan
I . i ;.,

yang dapat rrtempercepat i pencapaian tujuan dan sasaran

p~nangQulangan~emiskinandi Pr:ovinsiGorontalo.

11. S~tuan K~rja perapgkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah

perangk~t: daeran di Iingkungan pemerintah daerah sebagai unsur. , .
pembantu gubermlJrdalam penyeJenggaraanpemerintahan daerah.

I I I I I,

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo yang

S~lanjutnya diSing~atTKPKProvi~si Goronfa'o adalah forum Iintas pelaku
di Provinsi Gorqntalo sebagaj wadah koordinasi penanggulangan

I" I i

k~miskinan yang ~ipimpin oleh Wakil Gubernur dan bertanggung jawab

k~padaGubernur. i : i
13. Pemangku Kepe,ntingan adal~h kelo~pok atau individu yang

dlilkungapnya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup
bermasyarakat.

, I

BABII "
iAZAS,TUJUAN,VISI, MISI DANRUANGLINGKUP

BagianKesatu
Azasdan Tujuan

Pasal2

Penadggulan'gankemiskinan di Provinsi Gorontalo berdasarkan azas adil dan

merata, partisipatif, demoktratis, koordinatifjketerpaduan, tertib hukum,
! . I

saling percaya yang menciptakan rasa aman dan keberlanjutan.

Pasal3

Penanggulangankemiskinan bertujuan untuk:

a. m~njamin perlinduhgan dan pem~nuhan hak-hak dasar warga miskin;
b. m~ncegah kebodohan; i

I ' ; , I .
c. mencegah keterbelakangan kualit~s sumber daya manusia;
d. mempercepat penwrunanjumlah warga miskin;

. ,

e. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
; 1 I

f. menjamin konsistEmsi, integrasi) sinkronisasi dan sinergi Pemerintah

Prpvinsi,Pusat, dan KabupatenjK<?tadalam penanggulangan kemiskinan.
, I
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BagianKedua
Visi dan Mis\

Pasal4 :
I

(1) ~iSi dad penanQgulangan kerlliskinan adalah percepatan penurunan
a~gka kemiskinan idi wilayah ProvinsiGorontalo.

• , I

(2) t1isi'peIJanggulangankemiskina~adalah sebagai berikut :
i " : '

a; mewujudkan •kesejahteraan' dan kemakmuran rakyat dengan
, '

perhatian utartna pada terwujudnya peningkatan kebutuhan dasar, ,I

yaitu, pangan, randang, papan, pendidikan dan kesehatan;
bJ mendorong warga miskin I untuk berperan serta aktif dalam

I

pembangunan i dan memberikan kf!sempatan berusaha serta
! I I! r

dukungan permodalan;
c.i melaksanakan I pembinaan tlan perigembangan potensi sumber

kesejahteraan isosial, bantuan dan reha,bilitasisosial serta rehabilitasi
! ! i!

sosia'i serta perlindungan d~m jaminan sosial untuk mewujudkan
i keseJahteraan i yang mem~ngkinkan:I setiap warga masyarakat

memenuhi kebutuhan jasmani, rohani d~n sosial sebaik-baiknya;
dJ menihgkatkan i ekonomi wa~ga miskih dengan mengembangkan

ekonomi kerakYataan melalui,usaha ekonomi melalui usaha ekonomi
I . I

prod8ktif, pemanfaatan t~knologi i 1 tepat guna, peningkatan
pemberdayaani usaha mikro'i kecil dan menengah yang ditunjang

I l ;; I

dengan penguatan peran le'mbaga keuangan mikro dan lembaga
perkreditan d$sa yang bertumpu p~da mekanisme pasar yang
berk~adilan, berbasis pada agribisnis d~insumber daya manusia yang

I pmduktif, mardiri tanpa ketergantu~gan' pada . pihak lain dan
, pemerintah. ",

i
, Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal5
I .

Ruang'Iingkup penanggulangal')kemiskinan meliputi:
a. id~ntifikasi warga miskin;
b. indikator kemiskinan;
c. penyusunan strategi dan program;:
d. pel.aksanaandan pengawasan; dan

~ I I
e. peran serta masyarakat. .
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BABIII
IDENTIFIKASIWARGAMISKIN

i

Pasal6 .

Identrfikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan warga

miskin oleh pemerirtah Provinsi Gorontalo dan/atau dilakukan oleh

peme'rintahdaerah kapupaten/kota.

Pasal7

•

•

(1) Pendataan warga, miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu
: r

p~da indikator kemiskinan secara menyeluruh yang dilaksanakan setiap 3

(tiga) tahun. ;
i ! !

(2) Ktiteria warga miSkin sebagaim~madimaksud pada ayat (1) ditetapkan

d~ngan PeraturaniGubernur. !
: .

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pa,daayat (1) dikecualikan apabila

tJrjadi situasi darl kondisi terterltu yang secara langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi
I i I I

ulang di bawah koordinasi TKPK.'

(4) Hiasil pendataanT sebagaimanai dimaksu(j pada ayat (1), sebelum

ditetapk~n diumymkan pada t~mpat per;lgumuman di masing-masing
I J I I I

desa/kelurahan untuk memperol~h masukah dari masyarakat.

(5) H;asilperdataan s~bagaimanadiljl1aksudpada ayat (4) ditetapkan dengan
I ,I

Keputusan Gubernur dan ditempatkan dalam sistem informasi. ,I ., I

penanggulangan kemiskinan. i . !
(6) Penetapan warga'miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi

I : I : I

dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 6, dilaksanakan oleh

dan fungsi melaksanakan

! '
i 'I

,

I
Pasal8 i

6

: ; I
, I

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalarn

SkPD ~ang m~mpunyai tug~s pokokl

p~rencanaan pembangunan daer,ah.
. ,I I

(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat,

akurat, independen, dan akuntabel.

(3) Pemerintah daer9h melalui SKPD terkait dapat melakukan kerjasama
: .; ,

dengan 'perguruan tinggi, lemb'aga swadaya masyarakat, dan instansi

lainnya.,

! '
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i BAB IV
I I:!INOIKATOR KEMISKINAN

Pasal9 i'

•

Indik9tor kemiskinan! dalam penanggulangani kemiskinan adalah berbasis
kearifan lokal Gorontalo dengan indikator sebagai berikut:

. I

a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang ;dari 8 m2 per orang;
I .' I

b. jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari lantai tanahl bambuI
I .

kayu murahan;
c. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbiajkayu berkualitas

rendah;
d. tiqak memiliki fasilitas buang air besarl. bersama-sama dengan rumah

tinggal lain;
e. s~mber penerangan tidak mengut;lakanIistrik;
f. sumber air minum berasal dari sumurl mata air tidak terlindungi/ sungai/

ai~hujani
g. hqnya mengkomsumsi dagingl susul ayam satu kali dalam seminggu;
h. h~nya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
i. hanya sanggup makan satul dua kali sehari;
j. tidak sanggup membayar biaya: pengobatan di puskesmasl poliklinik

pemerintah;, iI . I .. .
k. sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5

h~, burL!h tani, ~elayan, buru~ bangunqn, buruh perkebunan, atau
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 300.000-perbulan dan
at~u memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan;

i

I. pendidikan tertinggi kepala ruman tangga tidak sekolahl tidak tamat SOl
hanya SO;' I •

m. TiQak memiliki tabunganl barang yang m4dah dijual dengan nilai minimal
I , '. I

Rp 500.000- sepe.rti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau
b'\rang modal lajn~ya;

,
n. Karakteristik wilayah akses pelayanan aqalah perkotaan, perdesaanl

I ••

P~SISIr.

Pasal10
I

I :

warga: masyarakat yang telah ditetapkan sebagai keluarga miskin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal:6 dan telah sesuai dengan indikator
I • Ii.

kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan dimasukkan dalam

data b~se perduduk mjskin ProvinsiGprontalo~

7
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I
i BABV

PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM
iii I, :
. PENANGGULANGANKEMISKINAN
; i I
I I j
I ! I

. I Pasal11 I
, I

I 1 i, ,:

(1) pkmerinta'~ daerah wajib menyJsun Ddkumen Strategi Penanggulangan

K~miskinan. I :: :
(2) SPKD merupakan ',dokumen yanci berisi' strategi dan kebijakan selama 5

(I~ma)taru:n. I I: i ;
(3) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud

I i I Ii' !
pada ayat (1) , wajib dikoordinasikan' dengan seluruh pemangku

I

k~pentin:gar. I I;! !

(4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada
! i! ;

ayat (1) menjadi pedoman penyusunan' program penanggulangan

kemiskinan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
1 ' I It! I I . .

pelaksanaahnya dikoordinasikan' dengan pemerintah pusatjkementerian

dan lembaga, dan ;kabupaten/kot~ se Provi~si Gorontalo~

BAB VI

PELAKSANAAN PENANGGULANGANKEMISKINAN

I' , Bagian KesatJ

Strategis Penanggulangan Kemiskin.an
. ,

Pasal 12

(1) Strategis penanggulangan kemiskinan merupakan upaya untuk

m~ningkatkan kemampuan diri! sendiri, :secara sosial dan ekonomi

m~syara~a~ miski~ yang dituan~kan dalarn Strategis Penanggulangan
I '

K~miskinan Daerah. ' .
: , , . .

(2) URaya ~nt~k me~ingkatkan kerllampuan :diri sendiri yang dituangkan
! :'

dalam ,Strategis: Penanggulapgan Kemiskinan Daerah harus
I !, iii

mempertimbangkan dan memperhatikan isu' kesetaraan gender.,
(3) Strategis: Fenangpu'angan Kemlskinan Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (l)dilakukan dengan pendekatan. kebutuhan dasar,

ketenagakerjaan, ~konomi rakyat) dan infrastruktur melalui :

a., bantuan sarana produksi dan pangan;
liT !

b. I banttiari penunjang biaya pendidikan;

! 0
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I ,

I

c.: bantuan penunjang biaya kes,ehatandan keluarga berencana;
d.! bantuan peru~ahan; I : i .

e., akse:s~ir bersir dan sanitasi; i
f.' akses peneran'ganj Iistrik;
g.1 bantuari peningkatan ketram~i1an; I
h'

l
bant~an modal usaha ekonorT;liproduktif;

i. i bant~ah perlin~ungan rasa arhan; dan
j.1 sant\Jn~nkematian;
k. bantuan akses,informasi. I :

(4) pJmberibn: bantua!n langsung kebada warga miskin harus terkoordinasi,
d1n ter~erdali s;erta dipertan~gungjawa~kan oleh pelaksana tugas
dengan cara berbentuk laporan tertulis dan bukti-bukti tanda penerimaan

I 'I ; I

dari warga :miskinetas penyerah~n bantuan:.
(5) BlJkti-bukti penyerahan bantuan harus dilaporkan dan diserahkan kepada

g~bernU~ ~tau p~jabat yang bitunjuk Jebagai bagian dari laporan
p~rtangQu~gjawa~anGubernur. i I. 1 .

(6) Dalam hal dipandang perlu Gubernur mela.luipejabat yang ditunjuk dan
di~ertal plhak penJgak hukum dabat melak~k~mpengecekan atas laporan
yang diterima secara langsung kepada warga yang menerima bantuan.

I I I t i -I . I

!; I Bagian Kedu~
, :

Bantuali Sarana Produksi dan Pangan,
I Ii: l

I I l

Pasal13
i j
I .

(1) Program bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal12 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui :
a. pemberian subsidi pembelian,bahan pangan yang aman, sehat, utuh

dan higienis;
b. pemberian langsung bahan p'angan yang dibeli dari produsen resmi

dengan harga standar di pasaran dan terjamin kualitas barangnya.
(2) Pemberian bantuan sarana produksi dan pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) T~ta car~ dan persyaratan pelaks~naanprogram bantuan sarana produksi

d9n pangan seb~gaimana dim~ksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

.,
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BagianKetiga
Bantuan pendidikan

I
i

Pasal 14
I
I !

(1) Program bantuanl pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
, , :

ayat (3)1 huruf b adalah upaya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi
a~ak keluarga miskin yang menempuh pendidikan dari tingkat taman
k~nak~kanaksam~ai perguruan tinggi dan ~tau bantuan operasional bagi
lembaga pendidikan yang menampung anak keluarga miskin.
I 'i I. I

(2) T~ta ca~a Ipersyaratan pelaksamlnan pro'gram bantua~ biaya pendidikan
, I '

b~gi wa~gamiskinidiatur tersenqiri dalamperaturan daerah.
~ .. . I . .

I I I I, I,.:
: <

:; I Bagian Keempat
Bantuan Kesehatandan Keluarga Berencanal! j j i I r

Pasal15

(1) prOgralll ~antua7. kesehatan fan ke'uarga berencana sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (3) hurufc . adalah upaya pemberian
b~ntuan:p~layanar kesehatan d9n pengopataq bagi keluarga miskin
. I , .

(2) Tata ca~apersya~atan pelaksananan program pelayanan kesehatan bagi
Jarga~iSkin diatLr tersendiri d~lam perat~:rahdaerah. .

!

!
! I

. I
I !. !

,
I

I
BagianKelima

~antuan Perum~han

Pasal16

I
I,

,I I I
, !

I'
I 'I, .

~ebagaimara !dimaksud dalam Pasal 12
• t i

i
(1) P:rogram bantuan perumahan

ayat (3) huruf d berupa:
I I I

J I al•. I h 'a. penye laan peruma an; , I I

~. bantu9n perbfikan rumah; dfn ,
c. bantuan sarana dan prasararolapemukiman.

: 1 i
(2) Tata cara, dan p'ersyaratan pelaksanaan ipr~gram bantuan perumahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.
'. .

,.
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I I
I. I

. I : Bagian Keenam :: i
Bantua:nAir Bersih dah Sanitasi :

i I
, ,I, : Pasal17 ; l

, I

I ;

(1) P~ogramlp~mberi~n akses air betsih dan:s~lni~Si sebagaimana dimaksud
dalam 'Pasal 12' ayat 3 huruf e b~rupa penyedlaanlayanan air bersih dan
s~nitasi.i.; ! ; I

(2) T~ta cara dan persyaratan pelaksanaan program penyediaan layanan air
I '. : ; •

bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan gubernur.

: Bagian ketujuh
Bantuan Akses Penerangan Listrik

. I ,
I '

Pasal18 .
I .

(1) pi,ogram. bantuan penerangan: Iistrik ,se.bagaimana dimaksud dalam
Pflsal 11 ayat 3 hliJruff berupa p~masar"1ga~sambungan Iistrik ke rumah-
rumah t~ngga miskin. ' :'

• I I I

(2) T~ta ,cara dan j persyaratan I pelaksarlaan program pemasangan
s9mbun~an listrik

j
sebagaimana ldimaks;udipa?a ayat' (1) diatur dengan

p~raturan gubernur. " : . .
I

: I
1

Bagian Kedelapan
B~nt~aniPeningkatan K~tramPiiarl

Pasal19 I
I

(1) p~ogram:bantuan peningkatan ketramPiian :se~agaimanadimaksud dalaf!1
Pasal 12 ayat 3 huruf 9 meliputi: ' I' , '

a~ bantlJan pelatlhan keterampjlan dalam b~rbagai jeni~ dan jenjang
, I "

pela~ihan; dan: ! i: " .
bl bIt! b' b,l I I i / : ,I I . h'. an uan 1m Ingan penge 0 a'an manaJemenusa a.

(2) S~tiap w~rga misk!n hanya.diper~olehka~ ~engikuti mfnimal 2 (dua) jenis
pelatihan dan setiqp keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.

i • ., I

(3) Bantuan: pelatihari keterampilan isebagaim~na dimaksud pada ayat (2)
diberikan sampai trampil dan ma~diri. : :

! . i! J, i
(4) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan

. . Ii:
u~ahariy~. i!, I

. I

11
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.'
I

(5) p~Ogramjbrntuan l peningkatan ~eterampil?n wajib dilaksanakan secara
periodik. 'i,

, I, I I:

(6) T~ta caJa 'dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan
t i i :

k~terampil?n sebapaimanadima~sud pa~a ~ya~P), ayat (2) dan ayat (3)
di~tur dengan per~turan gubernur. '.

, " , I '
I I, ,

$agian Kesembi,lan
B~ntuan Modal U~aha

I

, I
Pasal20 !

(1) p~ogram;b~mtuani modal usaha ?ebagai;ma,nadimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) huruf h diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan
b~gi warg~ miskiri dan/atau kelo~pok Warga miskin untuk mendapatkan
mjodal ;bagi ke~iatan usaharya sehingga dapat meningkatkan
penghasilannya.

(2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
, ,'I • I'

dalam bentuk:
a.' bantuan dana; :
b. pir;ljamandana bergulir;

J r: I 1

c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
d.; sarana prasarana usaha. I

(3) Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha
b$gi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal19. ,

(4) T~ta caia dan pe~syaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha
s~bagaima~adim9ksud pada aya~(2) diatur dengan peraturan gubernur.

I ,

i Bagian Kesepul~h :
'i ' ,

Bantuan Perlindungan RasaAman
! :
J I
I Pasal21 j

I ' I

(1) Bcimtuanperlindungan rasa aman;sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) I huruf i diselenggarakan;dalam rangka memberikan kemudahan

, i I : '

bagi warga miskin'atas pemenuhan hak rasa aman.
(2) Pemberi?n,bantuan perlindungan!rasa aman sebagaimana dimaksud pada

" l

ayat (1) ;diberikanjdalam bentuk Qantuan:
. I I I 'i ,! I j. I
. I

,
; ~

i ,

12
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! I

l

! I I
a. pelayarian administrasi kependudukan; ,

. 'I

bl peny,el$saian~onflik sosial; ! '
c; perlipdungan :tindak kekera~an dan perdagangari perempuan dan

ii' I i: anak' dan I I. ,. ,

dt fasilitasi bantu~n hukum.
I" I

(3) T~ta cara dan persyaratan pela~sanaal')program bantuan perlindungan
I . I j

r~sa am~n!sebag~imanadimaksuidpada ayat' (2) diatur dengan peraturan

gubernur. :
! :

• i

IBagianKesebeias
I 1

lantunan Kematian

I•

•

Pasal22 .I •

! I , I
: I I! I I

(1) B~mtuan.santunan kematian bagi warga miskin sebagai'manadimaksud
I I 'ii .'

d~lam 'Pas~112 ay~t (3) huruf j dlselenggarakan dalam rangka membantu

pemye'e7ggaraan/pemu'asaranjerazah.:: '. i : .
(2) pkmerintal~ daerah memberikan santunan Ke'matian bagi warga miskin

s~suaiI <fIa~ayanQ ditetapkan qleh kepu~us~n'gubernur sebagaimana
di,maksuddalam Pasal6 ayat (6). , ,

(3) Tbta cairaj persy~ratan dan bJsarnya s~ntunan akan' diatur dengan

peraturan Qubernur.
I . I T I

Bagian Keduabelas

Bantuan Akses Informasi

Pasal23

(1) Bantuan a~ses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3
h~ruf k diselenggarakan dalam rangka memberikan akses informasi

untuk mempercepat penanggular;1gankemiskinan.. ( .
I ;

(2) Tata cara pelaksanaan pemberian bantuan akses .informasi akan diatur

d~ngan peraturan' gubernur.

13
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•

Bagian Ketigab~las
Pelaksanaan

Pasal24
i , .

(1) pelaksanaa'n penahggulangan kelniskinan dilaksanakan secara bertahap,

t~rpadu,: dan kons;isten sesuai sk~la prioritas dengan mempertimbangkan

kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga

miiskin.; ;

(2) Pelaksanaan penanggulangan k~miskinan dilaksanakan oleh SKPD yang
I ~! I

m'empuriya:i kewenangan melaksanakan tugas pOkok dan fungsi sesuai

p~ogram sebagairllana dimaksud ~alam Pasal 12.
: ,

(3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

(4) P~merintah daerah, masyarakat idan keluarga berkewajiban turut serta

bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana
! " I
1 !, i

dimaksud dalam Pasal 12.

(5) P~merintah daerah berkewajibCiln menanggulangi kemiskinan secara

berkelanjutan. , 'i I I I

(6) Masyarakat berkewajiban unt~k berpartisipasi dalam peningkatan

kesejahteraan, da~ kepedulian terhadap warga miskin di Iingkungannya.
I ", I

(7) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan
" i

p~ningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAS VII
TIM KOORDINASI PENANGGULANGANKEMISKINAN
I , i
I PROVINSI GORONTALO ;

I

I ' Pasal25 i

(1) TKPK dibentuk d<illam rangka efektivitas dan ~fisiensi penanggulangan

kemiskinan dengan keputusan gubernur.
I I' ' :

(2) TKPK sebagaimana dimaksud p~da ayat (1) terdiri dari SKPD terkait,

dunia usaha, perguruan tinggi,i Organisasi Non Pemerintah (ORNOP)
I ,

serta pemangku kepentingan lainnya.

(3) TKPK mempunyai tugas melakukan langkah-Iangkah konkrit untuk

memper~epat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi
!, !

d~m sinkronisasi 'penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan

p~nanggulangan kemiskinan.

14
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,
, ,

(4) Untuk mlelaksana~an tugas sebabaimana dimak~ud pada ayat (3), TKPK

m~nyelenggaraka0 fungsi: i " "
, 1:, I I :

a: koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman
IIi ,

kebijakan penanggulangan kemiskinan;
I

bj pemantauan ;pelaksanaan i penanggulangan kemiskinan sesuai

karakteristik dan potensi daerah; dan

C,I evalllJasidan I~poran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VIII ,
I

PENGAWASAN~MONITORING DAN EVALUASI

Pasal26

i !
Dalam' rangka., pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,

peme~intah !daerah rhembangun slstem monitoring, dan ,evaluasi yang

terpaqu.
I

Pasal 27

Tim Kbordinasi: Penanbgulangan Kerhiskinan Provinsi Gorontalo melakukan

koordirasi pe'aFsanaa~ program penrnggulangan kemiskinan, pengawasan,

monitoring ,&m evaluasi serta menyusun; laporan pelaksanaan

penanbgulangan' kemi~kinan .•,i I

!

Pasal 28

,
I

! I ',
I, ',

ii : , I

TKPK I menyampaikaln Laporan Tahuna0 ' ~elaksanaan Program

Penanggulangan Kemi~kinan kepada Gubernur dan Tiim Nasional Percepatan
I t I I ' ,! ;! i ,I'

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) :melalui Menteri: Dalam Negeri.
\

, : I

!

• I
, i

!
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I, J

I '

BAB IX
PEMBIAYAA~

Pasal 29

1

I.
I •

I I" .
I' .

peru~ahaan/Corporate Social

BUMN/ BUMD yang berusaha di
; . I

•

. I

pemblayaa.n:kegiatan penanggUlangar kemiski~an b~rsumber dari:

a.. Pemerintah pusat; .

b. P~merintah; prOvin~i;

c. Pemerintahdaerah kabupaten/ko~a; .
I I I 1

d. Kewajiban tanggungjawab sosial
. .

Responsibility (CSR) swasta mai,Jpun
, i

da,erah; ,
I :

e. masyarakat; dan/ atau

f. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
I . ! ;'

BABX
.PERAN SERTA MASYARAKAT

I
Pasal30 ,

i

I I Ii.
(1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-Iuasnya untuk berperan aktif

d?llam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah
I' , .

pusat, pemerintah provinsi, pemerintah da'erah'~maupun masyarakat dari

ptoses perencanabn, pelaksanaan, pengawasan, !mOnitoring dan evaluasi.

(2) -Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .meIiputi perorangan,

k~IUarga, .kelompok, organisadi sosial,! yaya~an, I.embaga swadaya
. .' .

masyarakat, o~ganisasi prd,fesi, peing~s~ha,' dan organisasi
I " I :., .
• '. l ; J I

kemasyarakatan. .'

(3) dunia usaha dan idunia industri iberperan ~serta'dalam penyediaan dana

drn/ at~u. barang dan/ atau jpsa untu~. pynanggulangan kemiskinan

sebagai perwujudkn dari tanggu~g jawab sbsial.

(4) Program penanggulangan kemi~kinan ya~g dilakukan oleh masyarakat,
; . I I •

d!Jnia usaha dan dunia industri s~bagaimal']la dirnaksud pada ayat (1) dan
I ,.:. ' :

ayat (3) wajib diselaraska:n' dengan, strategi dan program

p~nangg~lpngan ~emiskinan .dan:berkoordiriasi dengan TKPK.
I 1- ;, r ~ :!

, r'

i, '

" . l

, i
, I:

I

.1 •
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,: ,< BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
jl '! I I
:> \ Pasal31 i
"1 .' ~ I

Peratwran Daerah ini mulai berlaku pada tangga'i diundangkan.
I ,:" I I I
Ii: ,I" . I I

Agar setiap orang mengetahuinya, niemerintahkan pengundangan Peraturan
I ,l ,I I !:..

Daera~ini ~;d~ngan j.penempatannya dalam, Lerribaran Daerah Provinsi

Gororitalo. I

fir , .

(?7;J1 . ,
Prof.DR.Ir.Hj. WIN RNI D.MONOARFA, MS

PEMBINA UTAMA
NIP. 19621121 198503 200i

i

I 'i!
Diundangkan dLGoro~J:~lo
pada tanggal v APRIL 4013 I

SEKRETARIS DAERAH!PRO INSI GORONTALO,

,
I ,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN :2013 NOMOR !Cit;. "

!

!
I C

f
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PENJELASAN

ATAS .
I

PERATURAN DAERAH PROPINSI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2013
I

TENTANG
, ' I

PEN~NGGULANGAN KEMISKINAN DI! PROVINSI GORONTALO

I. UMUM
Kemiskinan merupakan permasalahi;ln bangsa yang mendesak dan

I ' I

memerlukan langkah-Iangkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu
dan menyelur~h. Dalam rang~a memenuhi .hak-hak dasar warga negara secara
layak, diperlukcln langkah-Iangkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan
terjadi karena. kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga
terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam' proses pembangunan atau
menikmati hasjJ-hasii pembangunan.

Kemiski~an menjadi salah satu ukuran: terpenting untuk mengetahui tingkat
kesejahteraan ; suatu' rumah 'tangga. Seba;gai suatlj' ukuran agregat, tlngkat
kemiskinan di suatu wililYah lazim digunakan lmtuk mengukur tingkat kesejahteraan
di wilayah tersebut. Dengan demlkian, kemiskinan mefljadi salah satu tema utama
pembangunan.1 Keberhasilan: dan kegagalan pembangunan acapkali diukur
berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

I ' I, .

Untuk melakukan percepatan penangg'ulangan kemiskinan diperlukan upaya
penajaman YClng meliputi penetapan sasa,ran, perancangan dan keterpaduan
program, monitoring dan evkluasi, serta efektifitas I anggaran, perlu dilakukan
penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan
kemiskinan. I , I

Dengan; telah diberlakukannya Peraturan Presiqen Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan KabupatenjKota, maka Peraturan, Presiden dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tersebut merupakan landasan bagi Dae,rah dalam menangani penanggulangan,
kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di
Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Adapun asas yang digunakan sebagai dasar dalam penanggulangan
kemiskinan meliputi :

a. asas adil dan merata;

b. asas partisipatif;

c. asas demokratis;

d. asas koordinatifjketerpaduan;
, '

18



"

•

, ,

e. asastertib h~kum; :
I ,

f. asas saling p'ercayayang meQciptakanrasa ~man;
, ,. I

g. asasmanfaat; dan:" I

, I
h. asaskeberlanjutan.j: i '

Sedangk~ntUj~a~ penan~gulangan kem:iskinandi daerah antara ,'ain :

a. menjamin p~rlindungan dan pemenuhan ha~-hakdasar warga miskin;

b. meningkatk9n kapasitas dan mengem~angkan .kemampuan dasar serta
kemampuan:berusahay.Jarga'miskin; :

c. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik
yang menjamin penghargaan, perlindungan; dan pemenuhan hak-hak dasar;

d. mewujudkall kondisi dan, Iingkungan ~konomi, politik dan sosial yang
memungkinl<an warga misJ<indapat memperoleh kesempatan seluas-Iuasnya
dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara
berkelanjutan; dan : i, ;

e. mempercepat penurunan jumlah warga mis~in.
! j !

'I II '

II. PASALDEM! PASAL

Pasal1
I

Cukup jclas

Pasal2 Ii, i i :i i. I II .
Yang dimaksud dengan "adil dan merata" adalah penanggulangan kemiskinan
diselenggarakar sebagai usaha bersa",a harus,:merata di semua lapisan
masyarakat dan diselurub daerah terkait, dimana 'setiap masyarakat di daerah
berhak imemp~roleh kesempatan ber;peran dan menikmati hasil-hasilnya
secara atlil.; I I, !

Yang dlimaksud, dengbn "partisipa~if" adal~h masyarakat bisa ikut
, I. 'I

menyampaikan berupa gagasan, ide dar saran se:caralangsung maupun tidak
langsun~ yang iberkaitanIdengan kebija~an penag~ulangan kemiskinan.

,

Yang djmaksup dengap "demokratisi' adalah! kebijakan penanggulangan
kemiskinan dilakukan tfengan semangat kekeluargaan yang bercerikan. '

kebersafJTlaan,gotong-royong, persatuan dan ke,satuan melalui musyawarah
untuk mencapciimufakat. I ~ I j'

! 'I i :
Yang idimaksua dehgan ~'koordinatifjketerpaduim" adalah upaya

. penanggulangan kemis,kinan harus :ada koordinatifjketerpaduan antara
individu).masyarakat, pernerintah daerar. ';"

!
Yang !dimak~uq dengan "tertib i hukum" :' ~dalah penyelenggaraan
penanggulangan kemiskinan setiap masyarakat dan pemerintah harus taat
pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta menegakkan dan

~ ': I I

menjamm kepastian hukLJm. I : " ' ,

--J
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• I ,: ,

Yang dimaksuq;d~ngan i'saling percaya!dan ll1~nSiPtakanrasaaman" adalah
penyelenggara'ln I penanggulangan kerniskina'1 dilakukan dengan semangat
saling p~rcaya 9an kebersamaanuntuk ~encipt"kan ras~ aman.

! j: I 1 ;:: i '

Yang C1imaks~d; deng'an "manfaat'~ adal~h~!dalam penyelenggaraan
, ,I' I • I. I I., II . ,

penanggulangan kemlsklnan harus memben manfaat bagi peningkatan
kualitas hidup warga miskin.

I :: j! ;: :1

Yang di;maksupdenga~ "keberlanjut~n" ad~lp~:;dalam .menyelenggarakan
penanggulangcl:n' kemiskinan dilaksanakan1'; secara berkesinambungan,
sehingga tercapai kemaddirian. ' i, .

! .• I I' ': :

Pasal3

Cukup j~las

• Pasal4
Cukup j~las

Pasal5
Cukup j~las

Pasal6
Cukup j~Ias

,

Pasal7 I :j
"

Cukup jelas "
Pasal8 i !!

Cukup jelas ., : Ii
Pasal9 I I

Cukupjrlas
,

,1: ,
I; I.

Pasal 10
Cukup j~laS

,.
!~ ! I

.1

Pasal11 i
I

Cukup jelas
Pasal 12 I i 'i! ,.

I

Cukup jelas , ;

Pasal13 I i;, !

Cukup jelas :! I , i .! .

Pasal14 :

i ':
,

Cukup jelas i'

Pasal15 I i ; : j

l "f' r I

Cukup )elas I

I
( : I
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Pasal 16

Cukup jelas
Pasal17 I

Cukup jejas
!

Pasal18 ,
I ~

Cukup jelas ' ~

Pasal 19

Cukup j~las

Pasal20 i
Cukup je,las

Pasal21

Cukup j~laS

Pasal 22 .
I

Cukup j~las

Pasal23 I
Cukup jelas

Pasal24

Cukup jelas
iPasal 25

Cukup j~las
I

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30 I

Cukup jelas
!

Pasal31

Cukup j~las

I,
!

i I

: , ,
: , i
i

:
;

• I
I

,
i I

: I I
i '~
"

I 1 I ~., I

i '
I" I'!!' ,

. I ,
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